Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Strategi dan kebijakan Polri dalam upaya meningkatkan penegakan
hukum lingkungan industri : studi kasus pencemaran kawasan industri
sepanjang sungai Citarum Kabupaten Bandung = Strategy and policy of
Indonesia national police in promoting law enforcement of the industrial
environmental law : a case study of industrial pollution aong the
Citarum riverwatershed, Bandung, West Java

Nank Kusna Buchari, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=91036& |okasi=|okal

Kegiatan pembangunan industri sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional harus memenuhi syarat
yang telah ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam K etetapan Mgjelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dinyatakan
bahwa pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan
kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan selalu memelihara
kelestarian flmgsi lingkungan hidup.

Penegakan Hukum Lingkungan Industri yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian baik sebagai individu,
sebagal fungsi dan sebagal organ sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup baik sebagai akibat pembangunan industri maupun akibat limbah dan kegiatan
usaha industri, dalam mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan sebagai diatur antaralain
dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982, PP No 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri jo PP No 51
1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo SK. Menteri Penndustnan No. 291/M/SK/10/1989
Tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri jo SK. Menteri Perindustrian
No.134/M/4/1988 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagal Akibat Kegiatan Usaha
Industro jo KEPPRES No. 77 Tahun 1994 Tentang BAPEDAL jo Undang-Undang Republik Indonesia No.
24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan jo Undang-Undang Kepolisian Rl No. 13 Tahun 1961 jo
Undang-Undang HAP No. 8 Tahun 1981.

Pencegahan pencemaran yang meliputi antaralain pemilihan lokasi sesuai RUTR, pembuatan AMDAL,
pengolahan dan lain-lain serta penanggulangan, seperti penetapan kualitas limbah dan nilai anbang batas
bagi lingkungan, penanganan limbah melalui daur ulang dengan mengikuti prosedur Administrasi
Pemerintah Daerah setempat.

Adanya kemungkinan perusahaan kawasan industri diberikan batas waktu tiga tahun untuk tidak menyusun
RKL, RPL setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, sebagaimana dimaksud SK. Menteri Perindustrian No.
291/M/SK/10/1989, dan hanya adanya kewajiban menyusun ANDAL, RKL dan RPL apabila ada dampak
penting pada tingkat izin tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 51 Tahun 1993 tentang ANDAL, maka
memberi peluang pada tingkat persetujuan prinsip bag! perusahaan industri terjadinya pencemaran dan
kerusakan Hngkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan itu dapat terjadi tidak sgja setelah usaha
industri itu beroperasi, tapi dapat juga pada tahap persiapan dan usaha pembangunan industri. Keadaan ini
menjadikan tidak efektifnya peratuaran 1zin Usaha Industri dalam rangka usaha pencegahan dan
penanggulangan pencemaran industri terhadap lingkungan hidup. Di sinilah diperlukan suatu kebijakan yang
merupakan suatu strategi penegak hukum dalam rangka menunjang pembangunan berwawasan lingkungan.
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan
tingkat kesadaran lingkungan para pengusaha dan masyarakat lingkungan industri. Di samping itu, dengan
penelitian ini jugaingin diketahui (1) Perbedaan perseps antara kelompok Pengusaha, Pengelola
Lingkungan, dan pandangan Masyarakat Lingkungan Industri mengenai kualitas kebijakan dalam
Penegakan Hukum Lingkungan (penyidikan di lingkungan industri). (2) Perbedaan perseps antara
kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan dan Masyarakat Lingkungan Industri mengenai tingkat
kesadaran lingkungannya. (3) Hubungan antara kualitas K ebijakan Penegakkan Hukum Lingkungan dengan
Tingkat Kesadaran Masyarakat Lingkungan Industri menurut persepsi Kelompok Pengusaha, Pengelola
Lingkungan, dan Masyarakat Lingkungan Industri itu sendiri.

Pelaksanaan penelitian ini di wilayah hukum POLDA JABAR dan khususnya di daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Bandung sepanjang Sungal Citarum dari mulai Desa Sapan sampai dengan Bandung Selatan
dengan memakan waktu selama (enam) bulan (dari mulai April sampai dengan September Tahun 1996).
Metode penelitian ini digunakan metode survei dengan besar sampel seluruhnya 100 Responden untuk
kelompok Pengelola Lingkungan 37 orang, kelompok Pengusaha 27 orang dan Masyarakat Lingkungan
Industri 36 orang.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, baik untuk kelompok
Pengusaha, kelompok Pengelola Lingkungan, dan kelompok Masyarakat Lingkungan Industri. Jumlah
pertanyaan seluruhnya ada 181 butir. Untuk kelompok Pengusaha terdiri atas 80 butir mengenai materi
kebijakan manajemen Penegakan Hukum Lingkungan, dan 39 butir untuk tingkat K esadaran Lingkungan
Industri, 62 butir untuk Administrasi Penegakkan Hukum Lingkungan. Sedangkan kelompok Pengelola
Lingkungan jumlah butir instrumennya sebanyak 80 butir pernyataan tentang materi Kebijakan dalam
Penegakkan Hukum Lingkungan, 39 butir tentang Tingkat Kesadaran Lingkungan. Sementaraitu untuk
kelompok Masyarakat Lingkungan Industri instrumennya adalah 80 butir tentang materi Kebijakan dalam
Penegakkan Hukum Lingkungan dan 39 butir materi tentang tingkat Kesadaran Lingkungan Industri. Dari
jumlah butir masing-masing instrumen, seluruhnyatidak diujicobakan, tetapi telah diperhitungkan tentang
tingkat validitas dan reabilitasnya. Teknik analsis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ANOVA
satu jalan dan korelas sederhana padataraf signifikans a= 5%.



